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. Undanﬂ—undang mempakan hmkum dai'ma bentulx. tertuhs yL ng chbentuk o
. menumt kewenanoan membentuk undamc—undano Dalam Undang—Undanc \
Dasa; Negzu a Repubhk Indonesxa 1945 Lewemnmn membenuﬂ\ undang- -
' '.undanﬂ be; ada p'ida Dewan Pe; wal\ﬂan Ral«,yai (DPR) dan Pr eszden
Pembentukan undano—undanc adaiah baglan dari pembangunan hukum yang
mencakup pemb‘m gun&n sistem hul\um nas;on’tl dengan tujuan mewujudkan
tujuan negara yang dﬂakulxan muhu dari perencanaan atau program secara
mslonal terpadu, dan SlSthElU}\. B

- Pada masa sebelum reformasi, pembangunan hukum tertulis atau
peraturan perundan g—ﬁndangan diiakukan berdasarkan arahan dalam Garis-
Garis Besar Haluan Negara. Pada masa tersebut belum tergambar secara
konkret dalam dokumen hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
yang dikehendaki untuk suatu periode tertente apalagi dalam satu tabun. Pada
tahun 1999 satu langkah penting dimulai yaitu dengan membentuk Kelompok
Kerja Program Legislasi Nasional yang disebut dengan POKJA
PROLEGNAS, koordinatornya diserahkan kepada DPR. Tahun 2000
dibentuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional/PROPENAS. Dalam UU tersebut secara tegas digunakan
terminclogi Program Legislasi Nasional/Prolegnas. Secara definitif Program
Legislasi Nasional dirumuskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan vaitu sebagai insttumen
perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan/undang-
undang yang didukung dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar
yang meliputi semua lembaga vang berwenang membuat peraturan perundang-
undangan. '
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- Pertanyaan mendasar apakah Program Legislasi Nasional dapat
memprediksi I{@bufuhml legislasi nasional secara kualitatif dan kuantitatif untuk
jangka waktu tertentu dengan memperhatikan berbagat aspek vang
mempunyai keterkaitan dalam pembangunan hukum.

?mgmm Eegislasi Masional

' Secara operasional Prolegnas memuat daftar rancangan andang-undang
ddlam kurun waktu terientu. Dalam masa keanggotaan DPR 2004- 2005
dztetapkan Program Legislasi Nasional tahun 2005-2009 dan dari P‘aolegnas
2005-2009 tersebut ditetapkan Prioritas Rancangan Undang-Undang tahun
200_5. Pembentukan Program Legisiasi Nasional merupakan perintah UU
No.10 Tahun 2004, Pasal 15 menyatakan bahwa “Perencanaan penyusunan
Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional.” Dcéiigzm
demikian, pembentukan undang-undang menghendaki penetapan Program
Legislasi Nasional. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa
“Rancangan undang-undang baik vang berasal dari Dewan Perwakilan
Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun
berdasarkan Program Legislasi Nasional.” Ini berarti bahwa setiap rancangan
yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD terlebih dahulu harus dimasukkan
dalam Program Legislasi Nasional. Hanya untuk keadaan tertentu, DPR atau
Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program
Legislasi Nasional, sebagaimana diatur datam Pasal 17 ayat (3). Ketentuan
pada ayat (3) tersebut tidak berlaku bagi rancangan undang-undang yang
berasal dari DPD di luar Program Legisiasi Nasional. Dengan demikian, setiap
RUU yang diusuikan oleh DPD harus terdapat dalam Program Legislasi
Nasional.

Pola pemikiran penyusunan Program Legislasi Nasional arahnya menuju
kepada pembangunan sistem hukum nasional vang menyeharah dan terpadu
serta terencana, yang meliputi paling tidak empat aspek pokok yaitu
pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum,
serta budaya hukum masyarakat dengan dilandasi oleh cita-cita proklamasi
dan konstitusi serta prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi
hukum dan menjadikan hukum landasan operasional dalam menjalankan
sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa, dan




o 'Peu_l_hén;ukan _{_?nda_ng-yu_l_c_lang_B_;z_rdasark_an_P_rpg_ran_x ;L'cgi_s]a_si_Na_si_onai E

'-.bcmlasyaml\at Berdasaik an pemiknan sepel tr 1tu PJLOGL am f{"‘eglsidsi '

““Nasional tidak iagx dapat dlpandang sernata-mata hxmpunzm daftar _]lelﬂ _: S

- 'RUU tetapi Plocrmm tersebut mcmanduno cat’x cita y'ulg secaia rasional
. nwm dlcap'li di berbaﬁ ai bidang ddlam Ixm un detu iertentu_ 'Pl ‘ogranm -
'pembangunan hukum/lemsiam mempunym tmﬁkat kem'mfaaian y'mc unwm =
dan nlulddsm umuk mcleiaMnn landaq'm ydnﬁ kuat dan Sistem mk d'ﬁam L
T 'ncvk mewujudi\dn tuguan__ne“am ' '

: Pembancunan hukum iiafaional d'ﬂam kurun waktu ')005 2009 mehpum

pe mbemukan pemturan pemndang und'moran d1 bidang hukum ekonomi, i

' pbhtﬂx agama, pendldikm ilmu pengelahuan d'm mimoiogl sosial budaya,
pemban, gunan daemh sumber daya alam dan lingkungan hidap, pertahancm
dankeamanan. Pemb’mcunan hui_am tersebut dilakukan. denﬂcm landasan
-pem;kuan sebagcu '

1 pengatt an 1eb1h lanjut Letenluan dalam uuD 19»4»5
penggantian peraturan pcmndancr—unddnr’an peninggalan kolonial;
pembentukan undang-undang yang diperitankan oleh suatu undang-
undang; [
4.. pembentukan undang-undang baru untuk mempercepat reformasi,
. mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan
- peiberantasan KXKIN;
5.. ratifikasi konvensi yang dlpeilukan untuk mendukung pembangunan
- ekonomi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia;
6. - membentuk undang-undang baru sesuail tuntutan masyarakat dan kamajuan
Jjaman.
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Dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009 diprogramkan sebanyak
284 RUU dan dari 284 RUU tersebut ditetapkan sebanyak 55 Prioritas RUU
tahun 2005. Mengacu kepada Program Legislasi Nasionat 2005-2009, berarti
untuk setiap tahun DPR bersama pemerintah berdasarkan perencanaan harus
membahas dan menyelesaikan rancangan undang-undang antara 57-58.
Pertanyaannya, apakah program tersebut dapat direalisasikan dan DPR sebagai
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, apakah memiliki sisterm
pendukung yang memadai dan profesional dalam menyiapkar: dan menyusun
RUU. Di samping itu, juga masih perla mempertanyakan mengenai ketersediaan
tenaga pendukung di ingkungan Pemerintah, khususnya dalam rangka penyiapan
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_ RUU udak sehedai memenuln tar, get tetapl dentn.n }mahtas ycmg tmo”ﬁi sehm g a
- Z_sejak dini dapat dltangk'ﬂ munculnya Jrudzaai iewen :

Suatu keputuszm p-ohﬂk dllxeiuarhan oleh MPR memasuki er aDP? sebaﬂdi
- pemecang kekuasan membentuk undzm g-undang disadari adanya kekura an gan

'dalam ustem pendukunfran DPQ; Urtuk mempeikufu funcm Ievzelae , PR
: "dlrekomendctsxkan umuk membentu:( lcmbacra Lhu%us umuk menancam
rancanua.n undanﬁ—und'mg oleh MPR melahu T AP No X/MPRQGOl nanin

'_ ﬁ:ﬁsampqz sekarang lembaga tersebut be lum juga dibentuk:- Oleh kalena nu

o .peiaksanaan P1 0g1 am Legmlas; N asmnai khususnya dalam kaitan penylapan

dan penyusuﬁan RUU mas;h akan menghapi kendala di Emgkungan DPR.
Penylapcm dan penyusunan RUU di lingkungan DPR dilakukan oleh peror angan
Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Untuk membantu
Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi dalam penyiapan
dan penyusunan RUU Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Perancang,
akan tetapi Tim tersebut bersifat sementara sesuai permintaan.

Koordinasi Penyusunan Prolegnas

Dalam Pasal 16 ayat (1) dikatakan bahwa penyusunan Program Legislasi
Nasional antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian, pada
ayat (2) dikatakan bahwa Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan
DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi. Selanjutnya, pada ayat (3) dikatakan bahwa penyusunan
Program Legislasi Nasional di linglkungan Pemerintah dikoordinasinakan oleh
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan
perundang-undangan. Pada ayat (4) dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Iegisiasi Nasional
diatur dengan Peraturan Presiden. Alat kelengkapan DPR yang dimaksud di
atas adalah Badan Legislasi, sedangkan menteri adalah Menteri Hukum dan
HAM. Pertanyaan, siapa yang menyiapkan Peraturan Presiden tersebut dan
bagaimana DPR diposisikan selaku koordinator penyusunan Program Legislasi
Nasional, apabila draf Peraturan Presiden disiapkan oleh Pemerintah, dan
mengapa kewenangan DPR diatur dalam Peraturan Presiden. Pertanyaan ini
mengemuka ketika UU No.10 Tahun 2004 baru diundangkan dan juga pada
saat awal penyusunan Program Legislasi Nasional pertama dilakukan menurut

20




..'UU No 10 T'ihun 2(}04 Pel E'myaan lebth Iangut sekaj ano adal'ﬂa mengapa.
arkan Ps_rftmraﬁ Pte%xden %ebﬂ Gat peiakszmaml P‘tsal _:

L 'ffpemel mtah belum menoelu
16 ayat 4—) telsebut '

RAPBN D1

:PI'OUI am Legisiabl N cmonal

Ba,vzum'ma dean Leﬁlslam menenma mdquicm RUU apakah secara
tertuhs dan 1an¢suncr dalam deat Badan Leglshm atau ‘SCCdLﬂ tertulis tidak
1anﬂsung Da},am Pasal 42 ayat (1y hm uf a) meﬂgenm tugas Badan Lemslasz
dirunmskan merencanakam dan mMenyusun program serta nrutan prioritas
pc—:mbahasan rancangan undanmundano untuk satts masa I\ean ggotaan DPR
dan sei;ap Tahun Anggaran dengan tahapan '

- . menginventarisasi masukan dari anggota, fr akm komisz DPD, dan
B masyarakat untuk, dltetapkan merg jadi keputusan Badan Legislasi;
- 'LepthLtsaxl %ebavnmdna dimaksud di atas mer rupakan bahan konsultasi
‘dengan Pemenntah _
- hasil konsultasi dengdn Pemermtah dilaporkan kepada Rapat Paripurna
‘untuk ditetapkan.”

Melakukan inventarisasi RUU untuk dimasukkan dalam Program Legislasi
Nasional, baik dari anggota fraksi, komisi, DPD, dan masyarakat bukan
pekerjaanyang sulit bagi DPR atau Badan Legislasi. Ddpat saja semua masukan
ditampung dan kemudian dijadikan Badan Legislasi sebagai bahan dan
selanjutnya diputuskan menjadi Program Legislasi Nasional. Kesulitan yang
dihadapi oleh Badan Legislasi terkait dengan alasan untuk menjadikan setiap
RUU dalam Program Legislasi Nasional, Badan Legislasi tidak memperoleh
alasan dari tiap pengusul mengapa suatu RUU diusulkan diprogramkan dalam
Legilsasi Nasional. Komisi, DPD, dan masyarakat/ISM tidak menyebutkan
alasan dari setiap RUU yang diusulkan dimasukkan dalam Program Legislasi
Masional, sehingga Badan Legislasi harus menentukan sendiri alasan dari RUU

i Pembenmkan Uildﬁﬂ"-ulld&ﬂ" Ber_dasaz‘kan Progiﬁém _Legislasi Nasional s

'Peratumn Taia 'e1 t1b D‘PR tldak mengalm secam detaii mengenm:f
_'_'_'mc}\dmsme komdmam mu}al da},i Saat mventansasz sampdl dencm_:'_'
-:'_'penyu%unan Plogram __"eﬂisiasx Nasmnal Kapan memu]ai pellyusunan"': |
- Program Legislasi Nasional tidak dlattil‘secal a tegas, apakah pada saat .
: _".fdlmulamya pemblcmaan pendai"luimn APBN atau p'zda saat pembzcma&n S
_ _,ﬁﬂdh perlunya d}tetaplxdn Pemtuian P}&Slden tersebut,
o sehmgga secmateﬁas terdapatpengatman mencenm koozdmam penyuc;unm.
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~ yang dinsolkan tersebut. Indikator yang digunakan Badan Legisiasi datam
1§j¢ﬁetapi{an-Programl_egislasi Nasional adalah bahwa RUU dimaksud
merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945, atau terkait
dengan pelaksanaan undang-undang, mendorong percepatan reformasi, warisan
propenafs/pi olegnas sebelumnya, mendtiktmg pamuhhm dan pemban gunan
ckonoml mengakomodas,i kepeniingan rakyat, atau perlindungan hak asasi
manusia dan. mempmhaiikan }xeseta aan, jender serta lat_ﬂ_mas_x _p_e_l_;gmjmn
. mtem‘monai : — R

B’lcl Eadcm Lecf}slasz wakiu dan iemga pzofesmncﬂ menjadi penimcr dan
dibutuhkan, uniuk menemukan dan merumuskan alasan sebagai argumentasi
memasukkan RUU dalam Program Legislasi Nasional. Di samping itu,
diperlukan adanya sisiem dan prosedur dalam penyusunan Program Legislasi
Nasional, sehingga Program Legislasi Nasional benar-benar dapat
mencerminkan arah yang dikehendaki dalam pembangunan hukum dalam
bentuk undang-undang, baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif yang
mengandung visi dan misi dalam lima tahun ke depan atau satu tahun berikutiva
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Kesulitan yang paling tampak dalam penyusunan Program Legislasi
MNasional adalah menetapkan urutan Prioritas RUU untuk satu tahun. Untuk
menata Program Legislasi berdasarkan urutan akan mengalami kesulitan, pertama
terkait dengan indikator yang akan digunakan, kedua berhubungan dengan
implementasi program. Manakala urutan di atas tidak dapat diajukan, apakah
urttan berikutnya harus menunggu. Oleh karena itu, dalam prioritas RUU tahun
2005, urutan tidak menjadi dasar pertimbangan, yang penting RUU tersebut
diajukan dari prionitas yang telah disusun dan ditetapkan. Dalam menentukan
prioritas RUU tahun 2005 salah satu indikator vang digunakan adalah baliwa
RUU tersebut sudah tersusun naskahnya atau paling tidak sudah tersusun
Naskah Akademiknya, jadi tidak hanya sekedar issue. Sistermn dan prosedur
makin penting sebagai pedoman penyusunan Program Legislasi Nasional dan
penyusunan RUU, baik di lingkungan DPR maupun Pemerintah, yang memuat
tahapan penyiapan dan penyusunan Program Legislasi Nasional dan RUU mulai
dari kegiatan inventarisasi, pengumpulan data, penyusunan draf Program
Legislast Nastonal atau Naskah Akademis RUU, sampai pada penetapan
Program Legisiasi atau perumusan naskah awal RUU,
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' -mencemnnkan proses yang dihar apk‘m men Uhaqllkan kualitas suatu RUU,
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B 'perancan o-undang—undzm g ma}dn penting. Tidak mungkin DPR ke depan hanya

'-bel szfﬂt menerima masukan, tetapl sudah harus merencanakan sendiri RUU
. .-berddsarkan Prom am Legislasi N aaiona} yang telah dlietapkm oleh DPR, Uniuk
ity ditantut: ‘peran Sehetmaﬁ I enderal sebavm penunjang atau pendukuncr

sehmgga Prx 0Zam L@QESJ&SI Nasmn’t} bemr—benal mer upalfan program yzuw B

' terencana, pasti, trmspenan dengan (_ukanﬁzm ienagaprofes;onal serta anggaran
'yang memadai.

Koordinasi dan konsultasi penyusunan Program Eegislasi Nasional antara
Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM merupakan suatu forum untuk
membicarakan pembangunan hukum dalam kurun waktu tertentu. Dalam
kenyataan koordinast dan konsuitasi ini masih bersifat menggabungkan antara
RUU dari DPR dan RUU dari Pemerintah. Kondisi yang dihadapi adalah
adanya kesulitan untuk menentukan alasan mengapa suatu RUU direncanakan
dalam Program Legislasi Nasional, bagi pemerintah alasan yang kuat
mengustikan RUU dalam Prolegnas bisa saja karena dibutuhkan oleh instansi
yang akan menjadi pemrakarsa, Dengan demikian, untuk mengetahui alasan
rasional dan substansial mengapa RUU tersebut diprogramkan atau ingin
dibentuk baru dapat diketahui dari keterangan RUU pada waktu RUU tersebut
diajukan.

Kesimpulan

Program Legislasi Nasional sebagai landasan operasional pembangunan
hukum melalui pembentukan perataran perundang-undangan akan dapat

memproyeksikan kebutuhan hukum atau undang-undang, baik secara kualitatif

maupui kuantitatif dengan menetapkan visi dan misi, arah kebijakan, serta
indikator secararasional, sehingga Program Legislasi Nasional tidak sekedar
himpunan daftar judul RUU, melainkan mengandung kegiatan dalar kurun wakeu
lima tahun atau satu tahun anggaran yang meniliki nilai strategis yang akan
direalisasikan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menentukan ukuran
dan argumentasi setiap RUU dalam penyusunan Program Legistasi Nasional
dan Prioritas RUU untuk sata tahun mempunyai tingkat kesulitan karena memiliki

Sﬁi‘em dan pmsedm terqebut mcmuai Iangkah lcmgkah yancr dapat .
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dimensi yang luas. Kesulitan tidak saja pada proses penentuan Program Legislasi
Nasional, akan tetapi juga pasca penetapan Program Legislasi yaitu bagaimzma
agar setiap'_RUU dalam Program Legislasi&asional dapat diselesaikan. Sebagai
tahap awal penyusunan Program Legislasi Nasional, di masa yang akan datang
'pérlﬁ disusun sistern dan prosedur penyusunan Program Legislasi Nasional dan
- Prioritas RUU untuk satu tahun anggaran. Di samping itu, perlu juga
dipertimbangkan mengenai mstrumen hulaum sefelah Program Legislasi Nasional
ditetapkan oleh DPR yang mengikat antara DPR dan Pemerintah.i o
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